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Pembicaraan ilmu kedokteran, jika dikaitkan dengan ilmu sosial, akan
selalu menarik. Sebab kecenderungan permasalahan kesehatan yang
timbul dalam beberapa tahun belakangan ini, selalu berkaitan dengan
masalah sosial. Khususnya untuk negara kita, dengan Sistem
Kesehatan Nasional (SKN), program kesehatan yang berorientasi pada
masyarakat (community oriented medicine) sekarang menjadi program
utama, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui program instruktif di
rumah sakit, Puskesmas dan institusi kesehatan lainnya, maupun
program partisi-patif melalui lembaga swadaya kesehatan masyarakat
yang ada.

Paling tidak, di negara kita sudah ada dua pertemuan besar antara
pakar ilmu sosial dan ilmuwan kesehatan, yang membicarakan
pentingnya membentuk suatu pranata sosial kesehatan. Yang pertama,
adalah Lokakarya limu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Kesehatan
pada bulan Februari 1982 di Jakarta. Yang kedua, adalah Diskusi Besar
Sosial Kedokteran pada 7 September 1987 di Universitas Padjadjaran,
Bandung.

Bagi negara berkembang semacam Indonesia, kelihatannya ilmu sosial
makin berperan penting dalam memecahkan masalah kesehatan dalam
masyarakat. Apalagi rnenurut Biro Pusat Statistik 1986, angka kematian
bayi di negara kita masih tinggi, sekitar 89,9 permil. Jika kita telusuri
lebih jauh, penyebab masalah tersebut adalah karena kondisi sosial
ekonomi yang belum memungkinkan masyarakat kita menerima konsep
hidup sehat selain jasmani dan rohani, juga dalam konteks sosial. Masih
berkembangnya penyakit semacam muntaber, diare, nutrisi rendah



kronis, kolera dan sebagainya, menunjukkan bahwa pemecahan
masalah alternatif yang perlu diajukan, adalah dengan melibatkan
seoptimal mungkin peran serta masyarakat. Dan untuk itu, perlu suatu
pranata sosial kesehatan yang memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat untuk hidup sehat.

Jika kita menyimak kembali hasil lokakarya tahun 1982 tersebut, para
iimuwan  sosial dan kesehatan bersepakat bahwa  untuk
mengembangkan kesehatan yang berorientasi pada ma-syarakat, perlu
dirumuskan suatu interaksi antara kesehatan itu sendiri dengan pranata
kehidupan lainnya, yakni pranata pendidikan, pranata sosial budaya,
pranata pengobatan tradisional dan pranata pelayanan kesehatan
modern. Sayangnya, perumusan ini tidak sempat dijabarkan dalam
pertemuan tersebut. Untuk itu, penulis dengan dengan segala
kerendahan hati memberanikan diri membahasnya, tanpa meninggalkan
rasa hormat terha-dap kedua pakar tersebut.

Pranata Pendidikan

Jika kita meninjau upaya pendidikan kesehatan yang sekarang
dilakukan, hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pendidikan formal
kesehatan di sekolah-sekolah, baik melalui UKS (Usaha Kesehatan
Sekolah) maupun pelajaran olahraga. Umumnya pendidikan UKS
bertujuan, agar anak didik dapat menjadi sehat dan berprestasi dalam
studinya, di samping usaha kesehatan lingkungan terbatas di seputar
sekolah. Dari beberapa kajian pengamatan, sistem pendidikan tersebut
cenderung bersifat pasif, belum ada sumber motivasi agar anak didik
secara aktif menyadari pentingnya hidup sehat.

Kedua, pendidikan nonformal, melalui jalur pendidikan kesehatan
masyarakat, misalnya melalui Puskesmas, KIA, Posyandu dan inisiatif
beberapa lembaga kesehatan swadaya masyarakat, yang coraknya
kadangkala bersifat instruktif dan partisipatif, tergantung dari program
kesehatan yang dicanangkan. Untuk program KB, mungkin upaya
partisipatif lebih tepat. Tapi untuk pemberantasan penyakit menular
upaya instruktif lebih dipri-oritaskan.

Di sini kita melihat, bahwa kedua sistem pendidikan kesehatan tersebut
berjalan dengan dunianya sendiri. Kita seharusnya memiliki
pengetahuan kesehatan di sekolah, juga mengetahui masalah
kesehatan dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya.

Bernice R. Moss (1970) memberikan suatu alternatif pendidikan
kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan melalui pendekatan dan perilaku
lingkungan (health behavior attitude).



Pertama, aktivitas kesehatan yang lebih menitikberatkan as-pek kuratif.
Pendidikan yang dianjurkan adalah memotivasi dan menyakinkan
penderita akan keberhasilan pengobatan, waktu yang tepat dalam
terapi, membatasi aktivitas dan istirahat.

Kedua, aktivitas kesehatan yang lebih menitikberatkan pada aspek
preventif (preventive health action). Pendidikan yang dilakukan
mencakup usaha pencegahan melalui perawatan teratur, pemeriksaan
teratur, imunisasi, dan usaha yang memungkinkan orang secara mandiri
mencegah penyakit yang timbul.

Ketiga, pencegahan melalui kesehatan lingkungan (behaviour health
action), yang didasarkan pada tiga kategori:

1. Yang bersifat sukarela,

2. Yang dilakukan sebagai suatu kewajiban dengan peran aktif
orangtua terhadap anak-anaknya untuk kesehatan lingkung-an,

3. Membentuk facilitator sehingga kesehatan adalah sebagai sesuatu
yang dibutuhkan melalui pemeriksaan kesehatan rutin, latihan
kerja kesehatan, dan jaminan kesehatan (Bernice R. Moss, et. al.,
Health Education, him 96-98, 1970).

Menyimak pendapat di atas, selayaknya kita menempatkan tiga aspek
penting dalam pendidikan kesehatan, yaitu kesukarelaan, kewajiban,
dan kebutuhan. Dan hal ini akan bisa kita lakukan melalui kader-kader
kesehatan di setiap desa, yang dibentuk LKMD dan melalui ban tuan
Puskesmas menjadi penyuluh pendidikan kesehatan masyarakat.
Melalui usaha partisipatif ini, di-libatkan keikutsertaan UKS, sehingga
pendidikan kesehatan yang diberikan pada masyarakat dapat
beriangsung secara utuh, tidak terputus oleh matarantai antara di
sekolah dan di masyarakat.

Pranata sosial budaya

Konon, para ahli sosial budaya kita pernah berkata bahwa negara kita
sebenarnya kaya akan budaya, yang apabila didayagunakan, memiliki
potensi besar sebagai sumber motivasi pembangunan bangsa.
Misalnya, budaya gotong royong dan musyawarah bisa dimanfaatkan
sebagai kekuatan partisipatif pemba-ngunan swadaya masyarakat.

Lalu, mengapa masyarakat umumnya, khususnya di pedesa-an, lambat
sekali mengantisipasi perubahan yang terjadi? Di sini lah, kita belum
memiliki kondisi sosiologis, yang tepat menggunakan kemajemukan
budaya bangsa yang positif.



Lalu, bagaimana korelasinya dengan bidang kesehatan? Ada beberapa
hal yang perlu diungkapkan. Di negara kita, budaya paternalistik
sedemikian besar dan hal ini berakibat pada program kesehatan yang
dicanangkan. Misalnya, kesadaran ibu-ibu dalam memeriksakan dan
menjalani persalinan pada sarana yang ada di rumah sakit sangat
rendah.

Menurut Leimena (1982), antara 60-80 persen ibu hamil mengetahui
adanya pelayanan kesehatan, tetapi hanya 30 persen yang
memanfaatkannya. Sedangkan di pedesaan, sekitar 26,6 persen
persalinan ditolong oleh tenaga medis. Sisanya 71 persen ditolong oleh
dukun (Obstetri Sosial, him 7, FK-Unpad, 1982). Ini menunjukkan,
kesadaran masyarakat desa terhadap program kesehatan masih
rendah.

Dalam beberapa hal sebenarnya cukup dimaklumi, jika di sana peranan
dukun lebih berpengaruh, karena membantu persalinan tidak sekadar
dalam melahirkan, tapi juga membantu segalanya sebelum dan sesudah
persalinan sampai membantu memasak misalnya. Hal ini memberikan
arti psikologis sangat besar bagi pasien. Tetapi untuk kasus-kasus
tertentu dapat berbahaya, misalnya letak yang sungsang, infeksi,
ruptura uteri yang dapat menimbulkan kematian si ibu. Kadangkala
masyarakat menerimanya sebagai nasib, jika terjadi demikian, bukan
meru-juk ke rumah sakit.

Hal di atas hanyalah salah satu contoh saja. Tetapi dari sini kita bisa
berkesimpulan, bahwa kondisi sosial budaya yang ada pada bangsa
kita, belum dimanfaatkan sebagai komunikasi positif untuk
pembangunan kesehatan.

Adapun usulan penulis dalam mengembangkan pranata sosial budaya
dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, adalah mengaktifkan
pranata sosial budaya terutama di pedesaan. Misalnya, asas gotong
royong dan musyawarah tadi dikembangkan sebagai media komunikasi
dan informasi, yang dapat membentuk sikap budaya masyarakat desa
dalam pembangunan kese-hatan.

Pranata pengobatan tradisional

Kita masih ingat, pada tahun 1987 yang lalu pernah diadakan
pertemuan antara ahli-ahli pengobatan tradisional dan modern, dan
didapatkan suatu ketidaksepakatan. Konon, para ahli pengobatan
modern menolak "perkawinan" dengan obat tradisional. Jika dikaiji
secara ilmiah, memang didapatkan beberapa perbedaan yang
mendasar. Pengobatan modern didasarkan pada penguijian (verifikatif),



sedangkan pengobatan tradisional umum-nya lebih banyak bertumpu
pada usaha coba-coba.

Tetapi harus kita ingat, bahwa sebagian besar masyarakat kita tinggal di
pedesaan, dan akan lebih bermanfaat, jika tanaman-tanaman yang
menjadi "apotek hidup" dimanfaatkan secara lebih optimal. Bahkan
Kismonohadi (Mutiara, 1986) mengungkapkan, sekitar 60% penduduk
Indonesia masih menggantungkan pemeliharaan kesehatan pada obat-
obatan alam dan tradisional. Kecenderungan ini disebabkan karena
fungsi obat tradisional berbeda dengan obat modern; fungsinya lebih
cenderung bersifat preventif sedangkan obat modern bersifat kuratif.
Maka hal ini cukup digandrungi masyarakat di pedesaan dimana waktu
mereka labih banyak digunakan untuk bekerja sehingga menjaga
kesehatan tubuh lebih diutamakan daripada mengobati penyakit.

Hanya masalahnya, tidak semua obat tradional bisa bermanfaat. Ada
beberapa yang menimbulkan efek sampingan yang tidak diduga. Oleh
karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Farmasi No.
7/1973, yang mengatur pendayagunaan obat tradisional, agar lebih
selektif dalam penggunaannya. Tetapi yang lebih penting untuk saat ini
adalah keterbukaan antara kedua pihak (obat tradisional dan modern)
untuk bersama-sama meneliti mana yang bisa dimanfaatkan dan
digunakan masyarakat. Untuk itu, peranan pemerintah nampaknya
sangat diperlukan, sehingga untuk selanjutnya kita tidak ragu
menggunakan semacam kecubung atau temulawak di desa-desa
sebagai peng-ganti yang diproduksi pabrik farmasi misalnya, karena
telah me-lalui tahap uji medis.

Pranata yang perlu diupayakan adalah melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan untuk memajukan obat tradisional dari sumber daya
alam negara kita yang kaya ini.

Pranata pelayanan kesehatan modern

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita bisa menyimak sedemikian
pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, yang digunakan
untuk pelayanan kesehatan. Mulai dari rekayasa genetika yang
digunakan dalam cuci darah, tranplantasi organ dan resusitasi sampai
komputerisasi yang sudah dapat di-gunakan dalam diagnosa penyakit,
atau pun teknologi reproduksi yang sedemikian pesatnya dalam
mengembangkan bayi tabung.

Berbagai perangkat teknologi canggih tersebut sudah mulai digunakan
walaupun baru di rumah sakit besar. Tak pelak lagi, dapat saja suatu
waktu perangkat itu digunakan di Puskesmas sebagai ujung tombak



pelayanan kesehatan masyarakat di pedesaan. Dan hal ini akan
menimbulkan pergeseran sosial budaya di masyarakat, jika pranata
yang ingin kita bentuk tidak diantisipasi dari sekarang.

Prof. Teuku Jacob (1986) mengungkapkan, bahwa kecenderungan
teknologi kedokteran masa depan cukup mencemaskan, karena dapat
menjadi kekuatan otonorn dan mengganti ideology - ideologi yang ada
dalam inti hayat kehidupan. Beliau mencontohkan tentang bayi tabung.
Jika pranatanya tidak kita siapkan, hal itu akan merusak kebudayaan
bangsa kita, yang menjunjung tinggi konsep ayah-ibu. Sebab ada
kecenderungan di dunia Barat, bahwa teknologi bayi tabung tidak
menghargai nilai-nilai perkawinan, yang justru di negara kita dijunjung
tinggi. Suatu kebutuhan akan pranata kesehatan yang berfungsi selektif
terhadap masuknya teknologi kedokteran ke negara kita, sangatlah
diperlukan.

Menyimak berbagai uraian di atas, sudah selayaknya kita menyiapkan
berbagai pranata yang berinteraksi dengan bidang kesehatan dalam
suatu sistem dan kerangka yang utuh, agar masyarakat siap nantinya
menuju kesehatan tahun 2000. Keinginan kita nantinya, agar para anak
didik kita melalui pendidikan kesehatan misalnya, sudah tahu tentang
tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat trasional
sejak dini, dengan tidak melupakan budaya hidup sehat tentunya.

*) Direktur Pelaksana Lembaga Studi Kesehatan Bandung (LSKB)



